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KPK Usulkan Pemerintah Pusat
Buat Sistem Pelayanan Satu Pintu

KOMISI Pemberantasan

tersebut sudah baik dalam

barang, pengurusan urusan

“Ya apakah ini dilakukan

Korupsi (KPK) 9

dia, ya sudah ada

untuk
sistem Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di tingkat
pusat. Salah satunya untuk
mengurus perizinan, seperti
yang dilakukan di tingkat
daerah.

Dorongan itu disampaikan
Ketua KPK, Setyo Budiyanto
dalam jumpa pers di Gedung
Merah Putih KPK, Jakarta
Selatan, Kamis (4/6/2026),
Setyo men) PTSP
yang sudah berjalan di tingkat
daerah.

Dia menyebut sistem

ANDHYKA MUTAQQIN

contoh yang sudah berjalan,
bahkan sudah bagus dan
masih dilakukan oleh banyak
Pemerintah Daerah yaitu
dituntut untuk membentuk
PTSP.

“Kenapa kemudian menurut
saya harusnya pusat juga

y

P
dan lain-lain, maka akan
memberikan pelayanan yang
baik kepada masyarakat.
“Nggak perlu harus ke
sana ke mari, apalagi kalau
pelayanan publik atau
perizinan yang inta
itu ada kaitan dengan
kementerian terkait lainnya,”

itu,
Terpadu Satu Pintu yang
dipusatkan dalam satu titik,
dalam satu lokasi
men ka

oleh ian PAN-
RB, atau mungkin dari
kementerian yang lain,
tentu silakan, kita semuanya
akan berkontribusi dan
berkolahorasi untuk
melakukan kegiatan
pelayanan yang terbaik untuk
masyarakat,” imbuhnya.
Usulan ini pun mendapat
respons dari berbagai pihak.
Publik

Ser) jika
hal ini dilakukan maka dapat
menjadi sebuah terobosan.
Dia pun menyerahkan kepada
terkait usulan

i ;
untuk pengurusan impor

tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang

Ini Bisa Menyelesaikan
Masalah Klasik Birokrasi
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dari Universitas Brawijaya
Malang, Andhyka Mutaqai
Dia berpandangan usulan
KPK ini menarik, karena

menyentuh salah satu masalah

kiasik birokrasi Indonesia.
yaitu pelayanan yang masih
terpecah-pecah.

“Masyarakat sering kali
harus berurusan dengan
banyak kementerian dan
lembaga untuk satu urusan
yang sebenarnya saling
berkaitan,” ungkap Andhyka
saat dihubungi Rakyat
Merdeka, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, Wakil
Ketua Komi: DPR, Dede
Yusuf Macan Effendi,
mengungkapkan bahwa di
tingkat pusat juga sudah ada
sistem seperti PTSP di daerah.
Sistem tersebut adalah Online

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI

Wakil Ketua Komisi Il D

single Submission (OSS).

“Jadi sebetulnya OSS itu
adalah "PTSP digital’ tingkat
pusat. Namun bayangkan,
055 ini harus mengakomodasi
34 kementerian dalam satu
perizinan. Jadi memang tidak
mudah,” ungkap Dede Yusuf
kepada Rakyat Merdeka,
Jumat (5/6/2026)

Untuk mengetahui
pandangan dari Andhyka
Mutaqqin dan Dede Yusuf
Macan Effendi terkait usulan
KPK agar Pemerintah Pusat
juga memiliki PTSP seperti di
tingkat Pemerintah Daerah,
berikut wawancaranya.

Lebih Baik Sinkronkan
Sistem OSS & PTSP
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Persoalan terbesar justru
terletak pada kelembagaan
dan political will birokra
Jika Presiden memberikan

mandat yang kuat dan
seluruh kementerian
diwajibkan mengintegrasikan
layanan, maka PTSP tingkat
pusat bisa diwujudkan.
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Prosesnya adalah political
will. PTSP memang amanat
Undang-Undang Pelayanan

Publik, tetapi 0S5 adalah

bentuk PTSP melalui Undang-
Undang Cipta Kerja. Menurut
saya, menyinkronkan kedua
sistem ini jauh lebih penting
daripada membentuk
lembaga baru.
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